KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 81 TAHUN 1990

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGHKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang
: 1.   Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada Pejabat – Pejabat tertentu dilingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. bahwa untukmeningkatkan kelancaran pelaksanaan mutasi khususnya Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, dianggap perlu menetapkan Keputusan baru sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985;

Mengingat
: 1.  Undang Undang  Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok  Pemerintah di Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara   Nomor   3037) ;

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3058) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 ;

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan tunjangan Jabatan Struktural  jo. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 ;

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Dalam Negeri .

Memperhatikan
: 1.  Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara   Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil .

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

PERTAMA
: Mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985  tanggal 8 Agustus 1985 tentang Pendelegasian Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri .

KEDUA
: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pendelegasian Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal   1

Memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk menetapkan mutasi Kepegawaian dilingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, Pengangkatan kembali, dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah .

b. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan eselon IV .

c. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon IV .

d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil,Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara,pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I I golongan ruang II/d kebawah.

Pasal   2

Memberikan delegasi wewenang kepada :

· Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri ;

· Direktur Jenderal Sosial politik Departemen Dalam Negeri ;

· Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri ;

· Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri ;

· Direktur JenderalPembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri ;

· Kepala Badan Pendidikan danLatihan Departemen Dalam Negeri ;

· Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Departemen Dalam Negeri.

Untuk menetapkan Keputusan Mutasi Kepegawaian dilingkungan kekuasaannya yang bekerja di Kantor pusat sepanjang mengenai :

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, pengangkatan kembali dankenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golII/d ke bawah .
b. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan eselon IV .

c. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon IV.

d. Pengangkatan CalonPn menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil,Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang dibenrhentikan sementara,pemberhentian dengan hak pensiun danpemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d  ke bawah ;

Pasal   3

Memberikan delegasi wewenang kepada :

· Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri ;

· Direktur Jenderal Sosial politik Departemen Dalam Negeri dan

· Direktur Jenderal PembangunanDesa Departemen Dalam Negeri,

Untuk menetapkan Keputusan tentang :

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru dan Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d  ke bawah dalam lingkungan kekuasaannya yang bekerja diwilyah/Daerah Tingkat I dan Wilayah/Daerah Tingkat II.

b. Pemindahan antar Kantor Pusat dengan Wilayah/Daerah dan antar Wilayah/Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d  ke bawah yang berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Pasal   4

Memberikan delegasi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  untuk menetapkan Keputusan tentang mutasi Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri diperbantukan dilingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, Pengangkatan kembali dan kenaikan pangkaty Pegawai Negeri Sipil yangberpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah .

b. PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil menjadiPn, Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d  ke bawah .   

Pasal   5

Memberikan delegasi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untukmenetapkan Keputusan tentang mutasi Kepegawaian dilingkungan kekuasaannyasepanjang mengenai :

a. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dan pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil untuk semua jenis Kepegawaian dalam dan dari jabatan eselon III dan IV di Wilayah/Daerah Tingkat I dan Wilayah/Daerah Tingkat II . 

b. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil untuk semua jenis Kepegawaian dalam dan dari jabatan eselon V di Wilayah/Daerah Tingkat I .

Pasal   6

Memberikan delegasi wewenang kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II untuk menetapkan Keputusan tentang mutasi Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri diperbantukan dilingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai :

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru, pengangkatan kembali dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah.
b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Rehabilitasi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah.

Pasal   7

 Memberikan delegasi wewenang kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II untuk menetapkan Keputusan tentang mutasi Kepegawaian dilingkungan kekuasaannya sepanjang pengenai, Pengangkatan, Pemindahan,  Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil untuk semua jenis Kepegawaian ddan dari jabatan eselon V di Wilayah/Daerah Tingkat II .

Pasal   8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.   

Ditetapkan di : jakarta 

Pada tanggal : 27 September 1990

MENTERI DALAM NEGERI

Cap. Ttd.

RUDINI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;

3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;

4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputy Mutasi Kepegawaian di jakarta ;

5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputy Tata usah Kepegawaian di Jakarta ;

6. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta ;

7. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara diseluruh Indonesia.

Sesuai dengan aslinya

An. Kepala Biro Kepegawaian Prop.Dati I

Jawa Tengah

Kepala Bagian Muitasi Pegaweai Pusat

Ttd.

Dra. SRI RETNO, W

NIP. 010 056 185

